BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa memiliki peran dalam agenda pembangunan nasional dalam
meningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi
masyarakat menjadi mutlak diperlukan. Dalam rangka menciptakan good
governance disuatu negara hendaknya mampu mendekatkan antara unsur
pemerintahan,unsur swasta maupun masyarakat, sehingga keduanya
dapat mengambil porsi yang tepat dalam pembangunan.

Pemerintahan Desa merupakan pelaksana dari otonomi Desa,
dengan adanya otonomi Desa pemerintah Desa mempunyai wewenang
untuk menjalankan otonomi Desa dengan penuh termasuk melakukan
pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan
pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan
masyarakat, dengan atau tanpa dukungan pihak luar, untuk memperbaiki
kehidupannya yang berbasis pada daya mereka sendiri. (Mardikanto,
2015:100).

Menurut Anwas (2013:4) bahwa pemberdayaan masyarakat adalah
proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai
proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.

Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga pada dasarnya merupakan
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proses untuk membuat masyarakat menjadi berdaya. Setiap anggota
masyarakat dalam sebuah komunitas sebenarnya memilki potensi,
agagsan serta kemampuan untuk membawa dirinya dan komunitasnya
untuk menuju kearah yang lebih baik, namun potensi itu terkadang tidak
bisa berkembang disebabkan beberapa faktor-faktor tertentu.
Pemberdayaan masyarakat khususnya di desa mempunyai tujuan
utama untuk meningkatkan meningkatkan kualitas sumber daya manusia
(SDM) di desa serta membentuk dan mengubah perilaku hidup
masyarakat guna mencapai kehidupan berkualitas. Pemberdayaan
masyarakat dimaknai sebagai proses penyerahan kekuasaan dari
pemerintah kepada pihak yang tak berdaya ( masyarakat miskin ), agar
dapat memiliki kekuatan untuk membangun serta meningkatkan daya
masyrakat miskin sehingga memiliki kemampuan untuk membangun.
Lembaga yang dapat menggerakan partisipasi masyarakat seperti
lembaga permusyawaratan masyarakat desa (LPMD), lembaga pembinaan
kesejahteraan Keluarga ( PKK ) , Koperasi Unit Desa ( KUD ) dan Karang
Taruna belum berkembang seperti yang diharapkan. Tingkat kesadaran
dan keterampilan masih belum memadai menyebabkan produktivitas dan
pendapatan masyarakat yang rendah. Peranpemerintah dalam
menyediakan fasilitas sarana dan prasarana secara langsung semakin
lama harus seakin dikurangi dan digantikan perannya sehingga dapat
merangsang dan mengarahkan peran organisasi non pemerintah dan

masyarakat dalam partisipan pembangunan.
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Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu hal penting dalam
memajukan kesejahteraan masyarakat desa dan pembangunan desa. Inti
dari pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana rakyat dibantu agar
lebih berdaya sehingga tidak hanya dapat meningkatkan kapasitas dan
kemampuannya dengan memnfaatkan potensi yang dimilikinya, tetapi
juga sekaligus meningkatkan kemampuan ekonomi nasional.

Pentingnya seorang pemimpin yang baik, masyarakat desa pun telah
diketahui oleh pemerintah, sehingga pemerintah membina, membimbing
dan memberi penataran - penataran kepada pamong-pamong desa dan
kepada pengurus-pengurus organisasi desa yang lainnya dengan tujuan
meningkatkan taraf hidup perekonomian masyarakat, meningkatkan mutu
dan kualitas pengetahuan dan pendidikan mayarakat desa.

Terkait dengan latar belakang diatas maka sangatlah diperlukan
peran pemerintah desa yaitu yang dimaksud adalah Kepala Desa dalam
upaya peningkatan Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Peneliti merasa perlu meneliti hal tersebut berdasarkan kenyataan yang

ada di Desa Bandar Labuhan .

1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah diuraikan diatas,
maka ldentifikasi Masalah adalah sebagai berikut :
a. Kurangnya Kesadaran pemerintah Desa akan pentingnya

peningkatan Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
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b. Pemberdayaan Masyarakat yang belum merata dalam segala bidang

kehidupan.

1.3 Pembatas Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan di atas, dalam

penelitian ini lebih memfokuskan tentang “Efektivitas Peran Pemerintah
Desa dalam Meningkatkan Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di
Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa” . Mengingat bahwa
Kepala Desa memiliki peran penting dalam faktor pendukung dan
penghambat dan pengelolaan pemberdayaan masyarakat, seperti hal nya
yang telah terjadi di Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa.
Dengan demikian peneliti mencoba untuk meneliti permasalahan tersebut
dengan penelitian yang berjudul “Efektivitas Peran Pemerintah Desa dalam
Meningkatkan Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa

Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa”.

1.4 Rumusan Masalah
Memperhatikan uraian di atas maka permasalahan yang menjadi

fokus perhatian penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut :

a. Bagaimanakah peranan Pemerintah Desa dalam meningkatkan
kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat Desa Bandar Labuhan
Kecamatan Tanjung Morawa?

b. Faktor apa saja yang mempengaruhi peran pemerintah Desa dalam
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1.5

1.6

3.

upaya peningkatan kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat di

Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa?

Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk :

. Mendeskripsikan peranan pemerintah desa dalam peningkatan

kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bandar
Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa.

Mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat yang
mempengaruhi peran pemerintah Desa dalam meningkatkan Kinerja
Lembaga Pemberdayaan Masyarkat di Desa Bandar Labuhan

Kecamatan Tanjung Morawa

Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

. Manfaat Teoritas

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan kajian dan referensi
yang berkaitan dengan peranan pemerintah Desa dalam upaya
meningkatkan kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Manfaat Praktis

Peneltian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk memperaktekan
llmu Administrasi Negara sebagai acuan penelitian — penelitian

selanjutkan dan mengkaji fenomena pemberdayaan masyarakat.

Bagi Peneliti
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a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai syarat untuk menyelesaikan
studi dan mendapatkan gelar sarjana pada program studi Ilimu
Administrasi Negara FISIP UISU.

b. Sebagai bekal pengalaman dalam mengaplikasikan ilmu administrasi
negara selama perkuliahan kedalam karya nyata.

c. Dapat mengetahui peranan pemerintah desa dalam upaya

meningkatkan kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat.

1.7 Kerangka Teori
Kerangka teori merupakan suatu gambaran atau rencana yang berisi

tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan
penelitian yang berlandaskan pada hasil dari penelitian tersebut. kerangka
teori biasanya juga berisi mengenai relasi antara sebuah variable dengan
variable yang lainnya, yang biasanya terdapat sebab serta akibat dari
kedua atau lebih dari dua variabel tersebut (Ansori, 2020).

Soewarno (2016), mengemukakan bahwa efektivitas adalah bila
sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan rencana telah ditetapkan
sebelumnya, jika sasaran itu tidak sesuai dengan waktu yang telah
ditentukan maka pekerjaan itu dikatakan tidak efektif. Selanjutnya
efektivitas menurut Hani Handoko (2015), adalah suatu keadaan yang
menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen
dalam mencapai tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu.

Menurut Soekanto (2002; 243) Pengertian Peran adalah

sebagaiberikut: Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status)
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apabila seseorangmelaksanakan hak dan kewajibannya maka ia
menjalankan suatu peranan.

Peran berarti laku, bertindak. Di dalam kamus besar bahasa
Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh
orang yang berkedudukan di masyarakat. (Soekanto, 2014: 219).

Sedangkan makna peran yang dijelaskan dalam Status, Kedudukan
dan Peran dalam masyarakat, dapat dijelaskan melalui beberapa cara,
yaitu pertama penjelasan histories. Menurut penjelasan histories, konsep
peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan
drama atau teater yang hidup subur pada zaman yunani kuno atau romawi.
Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh
seorang aktor dalam sebuahpentas dengan lakon tertentu.Kedua,
pengertian peran menurut ilmu sosial . (Soekanto, 2014: 212)

Sebagai subjek pemberdayaan masyarakat, masyarakat desa
memiliki tanggung jawab untuk memberikan prtisipasi dan kontribusinya
dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Sedangkan
sebagai objek program pemberdayaan , masyarakat desa memiliki hak
untuk mendapatkan manfaat dari hasil dan kemajuan yang dicapai dari
proses pemberdayaan masyarakat.

Dalam usaha peningkatan kinerja pemberdayaan masyarakat
tersebut sangat diperlukan kerja sama antara pemimpin dan yang di

pimpin. Kerangka fikir dalam penelitian_ini dapat digunakan sebagai

Kepala Desa
berikut : - Pembinaan
- Koordinasi
Faktor-faktor yang
Prorgam mempengaruhi peranan
Pemberdayaan pemerintah  desa  dalam
Masyarakat Desa meningkatkan kinerja
Bandar Labuhan LFMD
i 1. Faktor pendukun
- Pembangiituan fisik . - e e L I.) g
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Gambar 1.1 Alur Pikir

Efektivitas Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kinerja

Lembaga Pemberdaya Masyarakat Di Desa Bandar Labuhan

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian
Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai peneltian yang

menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis,
dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti dengan
penjelasan secara terperinci tentang permasalahan yang berhubungan
dengan teori dan data yang ada, sehingga mendapat suatu kesimpulan
(Suyanto, 2005 : 166)

Pendekatan kualitatif menekankan unsur manusia sebagai instrumen

penelitian, dengan menekankan unsur manusia sebagai instrumen
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penelitian maka akan mempermudah penyesuaian dengan kenyataan yang
terjadi dilapangan bertujuan mendapatkan informasi yang mendalam
mengenai peranan pemerintah desa dalam meningkatkan Kinerja
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bandar Labuhan Kecamatan
Tanjung Morawa termauk Faktor Penghambat dan Pendorong Dalam
meningkatkan kinerja lembaga tersebut. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif untuk menghasilkan dan deskriptif berupa kata —
kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.

Dapat pula dikatakan bahwa penelitian ini adalah kegiatan yang
dilakukan serta menarik kesimpulan berdasarkan data menggunakan

metode dan teknik tertentu.

1.8.2 Informan Penelitian
Penelitian ini dilakukan denan tehnik Purposive Sampling, dimana

penelitian dilakukan dengan kriteria yang sudah di tentukan dan di
tetapkan berdasarkan tujuan penelitian (Patalima dalam sugiyono
(2014:12). Menurut Patilama dalam Sugiyono (2013:12), Narasumber
penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi
tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Selain itu informan
merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan
diteliti.

Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan informan adalah yang
dianggap mempunyai informasi yang dibutuhkan di wilayah penelitian.

Menurut peneliti, informan dalam penelitian ini adalah :
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1. Kepala Desa

Wawancara dilakukan kepada Kepala Desa Bandar Labuhan
bertujuan untuk memperoleh informasi tentang sejarah berdirinya Desa
Bandar Labuhan, siapa saja pengurus atau perangkat desa beserta tugas
dan wewenangnya, peran kepala desa terhadap lembaga pemberdayaan
masyarakat dalam bidang ekonomihukum,agama dan kesehatan. Serta
faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghmbat dalam
meningkatkan kinerja lembaga pemberdayaan masyrakat di desa bandar
labuhan, pemecahan permasalahan dalam masyarakat.
2. Masyarakat

Wawancara dilakukan kepada masyarakat desa bandar labuhan
adalah dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang peran kepala
desa terhadap upaya peningkatan kinerja lembaga pemberdayaan
masyarakat dalam bidang ekonomihuku,agama dan kesehatan. Serta
faktor- faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan kinerja

lembaga masyarakat di desa bandar labuhan.

1.8.3 Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Bandar Labuhan JI. Amir

Hamzah Dusun V Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa

1.9 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini yaitu studi kasus (case study). Studi kasus

merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap suatu “kesatuan
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sistem”. Kesatuan ini dapat berupa program, kegiatan, peristiwa, atau
sekelompok individu yang terikat oleh tempat, waktu, atau ikatan tertentu.
Studi kasus adalah suatu penelitian yang diarahkan untuk menghimpun
data, mengambil makna, memperoleh pemahaman dari kasus tersebut.
Kasus sama sekali tidak mewakili populasi dan tidak dimaksudkan untuk
memperoleh kesimpulan dari populasi. Kesimpulan studi kasus hanya
berlaku untuk kasus tersebut. Tiap kasus bersifat unik atau memiliki
karakteristik sendiri yang berbeda dengan kasus lainnya. (Sukmadinata,
2005, him. 64) . Triangulasi adalah metode yang digunakan dalam
penelitian kualitatif untuk memeriksa dan menetapkan validitas dengan
menganalisa dari berbagai perspektif. Validitas dalam penelitian
kuantitatif dilihat berdasarkan akurasi sebuah alat ukur yaitu instrumen.
Validitas dalam penelitian kualitatif mengacu pada apakah temuan
penelitian secara akurat mencerminkan situasi dan didukung oleh bukti.

Norman K. Denkin dikutip oleh Mudjia Rahardjo (2012)
mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai
metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari
sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Menurutnya, triangulasi
meliputi empat hal, yaitu: (1) triangulasi metode, (2) triangulasi antar-
peneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok), (3) triangulasi
sumber data, dan (4) triangulasi teori.

1. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan

informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif
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peneliti menggunakan metode wawancara, obervasi, dan survei. Untuk
memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh
mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode
wawancara dan obervasi atau pengamatan untuk mengecek
kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang
berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Triangulasi tahap
ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau
informan penelitian diragukan kebenarannya.

2. Triangulasi antar-peneliti dilakukan dengan cara menggunakan
lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini
untuk memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang
digali dari subjek penelitian. Namun orang yang diajak menggali data itu
harus yang telah memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik
kepentingan agar tidak justru merugikan peneliti dan melahirkan bias baru
dari triangulasi.

3. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informai
tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya,
selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan
observasi terlibat (participant obervation), dokumen tertulis, arsip,
dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar
atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang
berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) yang

berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.
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4. Triangulasi teori. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah
rumusan informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya
dibandingkan dengan perspektif teori yang televan untuk menghindari bias
individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu,
triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan
peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas
hasil analisis data yang telah diperoleh.

Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi
sumber data dan triangulasi teori.Sampai data lengkap kemudian
divalidasi dari berbagai sumber sehingga dapat menjadi dasar untuk
penarikan kesimpulan. Dengan teknik ini diharapkan data yang
dikumpulkan memenuhi konstruk penarikan kesimpulan. Kombinasi
triangulasi ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan di lapangan,
sehingga peneliti bisa melakukan pencatatan data secara lengkap. Dengan
demikian, diharapkan data yang dikumpulkan layak untuk dimanfaatkan.

1. Wawancara

Esterberg dalam (Sugiyono,2014) mendefinisikan bahwa interview
atau wawancara sebagai berikut, “ interview is a meeting of two persons
to exchange information and idea through question and responses,
resulting in communication and joint construction of meaning about a
particular topic ”. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar
informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan

makna dalam suatu topic tertentu.
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Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila
peneliti ingin  melakukan studi pendahuluan untuk menemukan
permasalahan yang harus diiteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin
mengetahui hal-hal lain dari informan yang lebih mendalam. Dalam hal ini
peneliti menggunakan tehnik wawancara terstruktur dimana peneliti sudah
menyiapkan beberapa pertanyaan sehingga proses wawancara akan
terarah dengan baikdan akan menyusun poin-poin penting atau garis besar
pertanyaan yang akan peneliti ajukan.

2. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini
dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen yang memiliki
keterkaitan dengan penelitian ini, seperti buku, jurnal,surat kabar dsn lain-
lain sebaginya untuk mendapatkan data kegiatan lembaga pemberdayaan
masyarakat, data perangkat desa Bandar Labuhan, foro-foto kegiatan.
3. Observasi

Menurut Nawawi dalam Sugiyono (2003:100) bahwa observasi biasa
diartikan sebagai pengamatan dan per catatan secara sistematik terhadap
gejala yang tampak pada obyek penelitian. Observasi harus konseptual
sehingga informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk mendapatkan
data tentang peranan pemerintah desa dalam meningkatkan kinerja

lembaga pemberdayaan masyarakat di desa bandar labuhan.

1.10 Teknik Analisa Data

Edit dengan WPS Office



15

Analisis data dalam penelitian kualitatif, pada saat pengumpulan
data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan datadalam periode
tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis
terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancari
setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan
melanjutkan pertanyan lagi, smpai tahap tertentu, diperoleh data yang
dianggap kredibel. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2012:246)
mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan
secara interaktif dan berlangsung terus meneus sampai tuntas, sehingga
datanya sudah jenuh.

a.  ReduksiData

Bearti merangkum,memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada
hal-hal yang penting. Dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak
perlu.

b.  Penyajian Data

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian
data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam
bentuk uraeian singkat, bagan dan hubungan antar kategori dalam hal ini
Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2012: 249) yang paling sering
digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah
dengan teks naratif. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan
untuk memhami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya

berdasarkan apa yang telah di pahami tersebut
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c. Penarik kesimpulan
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan
akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung

pada tahap pengumpulan dan berikutnya.

1.11 Sistematika Penulisan
Untuk dapat memudahkan penulisan dalam mempermudahkan
gambaran umum penulisan proposal ini, maka penulis akan membagi
sitematika penulisannya sebagai berikut :
BAB | : PENDAHULUAN
Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, identifikasi
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitiankerangka  fiki, metode  penelitian,sistem
penulisan.
BAB Il : URAIAN TEORITAS
Dalam bab ini menguraikan tentang konsep efektivitas,
konsep efektivitas kinerja, konsep pemberdayaan
masyarakat, tujuan pemberdayaan masyarakat, proses
pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, peran
kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat.
BAB IIl : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN
Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum, sejarah

singkat Desa Bandar Labuhan, kondisi geografis,visi dan
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misi Desa Bandar Labuhan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini menguraikan tentang penyajian data , baik
berdasarkan hasil wawancara maupun berupa dokumen
yang dijadikan sebagai bahan analisis peran pemerintah
desa untuk meningkatkan kinerja lembaga pemberdayaan

masyarakat dalam mensejahterakan masyarakat.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN
Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran

dari hasil penelitian.
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BAB Il

URAIAN TEORITAS

2.1 Penelitian Terdahulu
Penelitian Terdahulu Penelitian terdahulu ini menjadi satu acuan

penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori
yang digunakan dalam megkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian
terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama
seperti penelitian penulis. Namun penulis mengangkat sebagai referensi
dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.Bagian ini
mmeuat uraian secara sistematis tentang hasil penelitian terdahulu
tentang persoalan yang dikaji dalam penelitian.

Pertama, Penelitian yang di lakukan oleh Triaturrahman (2015-2016),
dengan judul Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat .
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel implementasi
kebijakan dimana implementasi indikator dilihat dari. 1)Bentuk pendorong
peran pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat. 2) karekteristik
lembaga pemerintahan Desa. 3) kepatuhan dan respon pelaksanaan

kebijakan.

2.2 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan merupakan sebuah rangkaian kegiatan untuk

memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam
masyarakat,terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan.

Sebagai tujuan maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil

18
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yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu, masyarakat yang
berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan
kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat
fisik,ekonomi,maupun sosial memiliki kepercayaan dirii, mampu
menyampaikan aspirasi,mempunyai mata pencaharian, berpastisipasi dala
kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas
kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan sering kali
digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilan pemberdayaan. Proses
pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif
( kelompok ).

Konsep pemberdayaan dapat dipandang sebagai bagian atau sejiwa
sedarah dengan aliran yang muncul pada paruh abad ke-20 yang lebih
dikenal sebagai aliran postmodernisme. Aliran ini menitik beratkan pada
sikap dan pendapat yang berorientasi pada jargon antisistem, antistruktur,
dan antideterminisme yang diaplikasikan pada dunia kekuasaan.
Pemehaman konsep pemberdayaan oleh masing-masing individu secara
slektif dan kritis dirasa penting, karena konsep ini mempunyai akar historis
dari perkembangan alam pikir masyarakat dan kebudayaan barat . (Eko,
Sutoro 2004)

Berdasarkan beberapa pengertian pemberdayaan yang dikemukakan
tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya pemberdayaan
adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya,

kekuatan, atau kemampuan kepada individu masyarakat lemah agar dapat
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mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta
masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahnya
dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara

mandiri.

2.3 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat
Tujuan pemberdayaan masyarakat merupakan memampukan dan

memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan
/ kesenjangan / ketidakberdayaan. Kemiskinana dapat dilihat dari indikator
pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi / layak. Kebutuhan
dasar itu mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan dan
transportasi. Keterbelakangan , misalnya produktivitas yang rendah,
sumbersaya manusia yang lemah, terbatasnya akses pada tanah padahal
ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat, melemahnya
pasar-pasar lokal/ tradisional karena dipergunakan untuk memasok
kebutuhan pedagangan internasional.

Dengan perkataan lain masalah keterbelakangan menyangkut
struktural ( kebijakan ) dan kultural (Sunyoto Usman ,2004). Tujuan yang
ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah membentuk individu
dan masyarakat menjadi mandiri.

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat
merupakan bentuk individu masyarakat menjadi mandiri (Sulstiyani, 2004).
Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan

mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyrakat
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merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai
dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu
dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi

dengan mempergunakan daya atau kemampuan yang dimiliki.

2.4 Proses Pemberdayaan Masyarakat
Proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal: Pertama,

bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat
berubah,pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun; dan
Kedua, bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan
pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis. Ketiga,
pemberdayaan terbentang dari proses sampai visi ideal. Dari sisi proses,
masyarakat sebagai subyek melakukan tindakan atau gerakan secara
kolektif mengembangkan potensi-kreasi, memperkuat posisi tawar, dan
meraih kedaulatan. Dari sisi visi ideal, proses tersebut hendak mencapai
suatu kondisi dimana masyarakat mempunyai kemampuan dan
kemandirian melakukan voice, akses dan kontrol terhadap lingkungan,
komunitas, sumberdaya dan relasi sosialpolitik dengan negara.

Proses untuk mencapai visi ideal tersebut harus tumbuh dari bawah
dan dari dalam masyarakat sendiri. Namun, masalahnya, dalam kondisi
struktural yang timpang masyarakat sulit sekali membangun kekuatan dari
dalam dan dari bawah, sehingga membutuhkan “intervensi” dari luar.
( Suharto, Edi 2005). Proses pemberdayaan warga masyarakat diharapkan

dapat menjadikan masyarakat menjadi lebih berdaya berkekuatan dan
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berkemampuan.

2.5 Tahapan Pemberdayaan Masyarakat
Dalam upaya agar masyarakat berdaya maka memerlukan intervensi.

Ada beberapa tahapan intervensi yang direncanakan agar tercapai
keberhasilan pemberdayaan tersebut. Tahapan yang dilakukan lebih dekat
sebagai upaya pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat
yang dilakukan diharapkan berujung pada terealisasinya proses
pemberdayaan masyarakat (Zubaedi, 2007). Menurut (Adi, 2013) tahapan

dalam proses pengembangan masyarakat, yaitu:

1. Penyadaran
Pada tahap ini, dilakukan sosialisasi terhadap komunitas agar
mereka mengerti bahwa kegiatan pemberdayaan ini penting bagi
peningkatan kualitas hidup mereka, dan dilakukan secara mandiri
(self help)

2. Pengkapasitaan
Sebelum diberdayakan, komunitas perlu diberikan kecakapan dalam
mengelolanya. Tahap ini sering disebut sebagai capacity bulding,
yang terdiri atas pengkapasitasan, organisasi, dan system nilai.

3. Pendayaan
Pada tahap ini, target diberikan daya, kekuasaan, dan peluang sesuai
dengan kecakapan yang sudah diperolehnya.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan tahapan pemberdayaan
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masyarakat melalui penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan,
sehingga masyarakat mampu mandiri dalam meningkatkan taraf hidup

yang lebih baik.

2.6 Pemerintah Desa
Pemerintah desa merupakan penyelenggaran urusan pemerintah

oleh pemerintahan desa dan badan permusyawarahan desa dalam
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat bedasarkan
asal-usul, adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah desa atau
yang disebut juga dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat
desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Desa berdasakan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menjadi
subjek pembangunan melalui asas rekognisi, subsidiaritas dan
keberagaman. Asas pengaturan dari Undang-undang ini adalah Rekognisi
yaitu pengakuan terhadap hak asal usul, subsidiaritas yaitu penetapan
kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal
untuk kepentingan nmasyarakat desa, dan keberagaman yaitu nilai
pegakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di
masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Asas rekognisi, subsidiaritas,
dan keberagaman yang dikandung oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa, menjamin tetap diakuinya keberagaman karakteristik

dan jenis desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan
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ketentuan umum Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah
upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat
dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku,
kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui
penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai
dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Berdasarkan Pasal 78 disebutkan bahwa tujuan dari pembangunan
desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas
serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar,
pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan ekonomi lokal,
serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara
berkelanjutan. Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa juga memberi amanah kepada Pemerintah, Pemda Provinsi, dan
Pemda Kabupaten/ Kota untuk memberdayakan masyarakat Desa, yang
dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan
dan pemantauan pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.

Di desa terdapat masalah yang dihadapi masyarakat yang meliputi
masalah kesehatan, masalah pekerjaan, dan pendapatan,
pendidikan,pertanian, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Untuk
menunjang keberhasilan pelaksanaan pengembangan organisasi
pemerintah yang telah diprogramkan perlu didukung oleh aparatur

pelaksana yang mampu dan untuk itu perlu dijalin hubungan serasi antara
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pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan antara pemerintah
daerah dengan pemrintah bawahnya sampai pada unit pemerintahan yang

terendah yaitu pemerintah desa.

2.6.1 Kepala Desa
Kepala desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa berwarga

Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara
pemilihan diatur oleh peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan
pemerintahan. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak
dalam pemilihan kepala desa ditetapkan sebagai kepala desa. Pemilihhan
kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum dapat beserta hak
tradisioanalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaanya berlaku
ketentuan, hukum adat setempat yang ditetapkan dalam peraturan daerah
dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas, kepala desa adalah pemimpin desa yang
bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,
pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Kepala desa
sebagai pimpinan desa, mengacu pendapat Soemarno dan
Dardjosumardjono menyatakan bahwa:

“Kepala desa adalah merupakan orang pertama yang mengemban
tugas dan kewajiban yang berat, yaitu menyelenggarakan dan
penanggung jawab yang utama dibidang pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan dalam urusan pemerintahan

desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan,
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ketentraman dan ketertiban sesuai perundang-undangan yang

berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong-

royong sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa”

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Kepala
Desa mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat berat dalam
mengemban tugas dan kewajibannya dalam menyelenggarakan
pemerintahan dan pembangunan yang ada di desa, disamping itu kepala
desa diharapkan mampu memberikan dan pengarahan bagi masyarakat

desanya.

2.6.2 Peranan Pemerintah Desa
Menurut Biddle dan Thomas dalam buku Sarlito Sarwono (2011: 224),

peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku
yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Biddle dan Thomas
juga memberikan peristilahan dalam teori peran dibagi menjadi empat
golongan, yaitu istilah-istilah yang menyangkut:

a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial,

b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut,

c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku,

d. Kaitan orang dengan perilaku.

Perann kepala Desa sebagai pimpinan pemerintah Desa atau aktor

dalam menjalankan kepemimpinan pemerintah Desa menjadi ujung
tombak pelaksanaan dan terlaksananya pembangunan serta

pengembangan kesejahteraan masyarakat desa. Tugas pemerintah desa
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sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian,
pemerintah harus memerankan tugas pemerintah desa yang dimaksud.
Ada beberapa peran pemerintah Desa sebagai pelaksanaan pemerintahan
Desa sebagai berikut:

a. Peran pemerintah Desa menggerakkan partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan pembangunan. Peran pembangunan yang melibatkan
partisipasi masyarakat adalah pembangunan Desa Peran pemerintah
sebagai penggerak, perencana, motivator, dan pelopor.

b. Pemerintah sebagai penggerak yakni menggerakkan masyarakatnya
untuk berpartisipasi aktif dalam musyawarah penetapan (pikiran),
tetapi juga sebagai perencana yaitu pemerintah melibatkan
masyarakat untuk merencanakan sesuatu, sebagai motivator yakni
memotivasi masyarakat lewat memberikan pandangan-pandangan
ke depan terkait pembangunan yang akan dilaksanakan, juga menjadi
pelopor yaitu pemerintah yang lebih dulu memberikan ide dalam
perencanaan, tetapi juga turut serta dalam pelaksanaan
pembangunan.

c. Peran pemerintah Desa untuk menggerakkan partisipasi masyarakat
dalam menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat.
Pemerintah Desa menggerakkan partisipasi masyarakat dengan cara

melibatkan masyarakat dalam berbagai macam program diantaranya
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adalah menekankan tamu waijib lapor ke Rukun Tetangga (RT) dan

Rukun Warga (RW), gotong-royong

Peran pemerintah Desa untuk pemberdayaan masyarakat Desa.
Pemberdayaan adalah sebuah proses menjadi, bukan sebuah proses
instan. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu
penyadaran. Pada tahap penyadaran ini target yang hendak diberdayakan
diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka
mempunyai hak untuk mempunyai , sesuatu“ prinsip dasarnya adalah
membuat target mengerti bahwa mereka perlu diberdayakan, dan proses
pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka (bukan dari orang luar).

Pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan meningkatkan
kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf
hidupnya. Pemberdayaan masyarakat pedesaan dalam hal pembangunan
memberikan ruang kepada masyarakat untuk turut aktif berpartisipasi
dalam tiap tahapan pembangunan. Pembangunan partisipatif diharapkan

sesuai dengan kebutuhan atau masalah yang dihadapi masyarakat Desa.

Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud di sini adalah upaya
untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa yang
meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup melalui

penguatan kapasitas masyarakat.
2.7 Teori Peranan

Menurut Soekanto (2002; 243) Pengertian Peran adalah

sebagaiberikut: Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status)

Edit dengan WPS Office



29

apabila seseorangmelaksanakan hak dan kewajibannya maka ia
menjalankan suatu peranan. Namun, lain lagi pengertian peranan yang
dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.la mengatakan bahwa “peran (role)
merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang
melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka ia
menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2002:243). Peran berarti lakuy,
bertindak. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat
tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di

masyarakat.(Soekanto, 2014: 219).

Sedangkan makna peran yang dijelaskan dalam Status, Kedudukan
dan Peran dalam masyarakat, dapat dijelaskan melalui beberapa cara,
yaitu pertama penjelasan histories. Menurut penjelasan histories, konsep
peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan
drama atau teater yang hidup subur pada zaman yunani kuno atau romawi.
Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh
seorang aktor dalam sebuahpentas dengan lakon tertentu.Kedua,

pengertian peran menurut ilmu sosial (Soekanto, 2014: 212).

Peran adalah perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada
individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang
harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan
masyarakat.Setiap 31 orang memiliki macam-macam peranan yang
berasal dari pola-pola pergaulan hidupya. Hal ini sekaligus berarti bahwa

peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta
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kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Bryant dan White dalam Amira (2012: 9) menyatakan bahwa peran
didefenisikan sebagai suatu deskrisi “pekerjaan untuk seseorang atau
individu yang mengandung harapan-harapan tertentu yang tidak
mempedulikan siapa yang menduduki suatu posisi tersebut”. Defenisi
Definisi tersebut dapat menjelaskan bahwa peran merupakan suatu
deskripsi pekerjaan atau tugas seseorang yang didalamnya mengandung
harapan-harapan terhadap orang-orang yang menduduki posisi tersebut.
Pengharapan merupakan suatu norma yang dapat mengakibatkan

terjadinya peran.

Konsep peran selalu berkaitan dengan struktur organisai (lembaga
atau institusi formal) karena dari peran tersebut dapat diketahui struktur
organisasi yang ada di suatu lembaga atau institusi yang berisi tentang
uraian status atau kedudukan sesorang atas suatu peran yang harus
dilakukan dan bersifat kolektif. Peran diperoleh dari uraian jabatan atas
suatu yang sesuai dengan adanya teori diatas sehingga dapat
dikemukakan bahwa peran merupakan suatu tindakan seseorang atau
lembaga dimana posisi seseorang yang melakukan atau memainkan
interaksi antara individu-individu atau secara berkelompok dengan
maksud dan tujuan yang sama dalam meretas kejadian yang akan

diselesaikan.

Dari beberapa teori yang dipaparkan diatas sehingga pada teori
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Soerjono Soekanto yang lebih menekan pada posisi seseorang yang
menempatkan diri pada keadaan yang memaksanya harus bertindak
sesuai keinginan dan tanggungjawabnya sebagai seorang individu yang
bermasyarakat. disamping itu pula peranan yang dimaksud dalam hal ini
lebih mengacu pada tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga
negara dan lembaga pemerintah dalam melaksanakan tanggungjawab
terhadap pembangunan daerah. Adapun lembaga negara yang dimaksud
ialah Tim Pengawalan Pengamanan dan Pembangunan Daerah (TP4D)
lembaga tersebut memiliki peranan yang sangat penting terhadap
pengkoordinasian sesama lembaga pemerintah akan pentingnya

pembangunan berskala nasional dan pembangunan daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa setiap individu
atau kelompok yang dalam hal ini adalah dinas perhubungan, menjalankan
peranan sesuai dengan norma-norma yang dihubungkan dengan posisi
dinas perhubungan dalam masyarakat, yang artinya menjalankan peranan
berdasarkan peraturan-peraturan yang membimbing dinas perhubungan
dalam proses pembangunan masyarakatnya, dalam hal ini penulis merujuk
norma hukum berupa undang undang, peraturan pemerintah dan peraturan
daerah, dan norma sosial yang apabila peranan ini dijalankan oleh dinas
perhubungan maka akan tercipta suatu hubungan yang memunculkan nilai
pelayanan antara dinas perhubungan dengan masyarakatnya yang disebut
dengan lingkaran sosial (social circle), yang diikuti dengan apa yang dapat

dilakukan dinas perhubungan dalam masyarakat, dan juga perilaku dinas
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perhubungan yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Selain itu,
menurut Soekanto (2002:243), pembahasan perihal aneka macam
peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat, penting

bagi hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur

masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya;

b. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang
oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Mereka harus

terlebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya;

c. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tak
mampu melaksanakan peranannya sebagaimana yang diharapkan oleh
masyarakat. Karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan

arti kepentingan kepentingan pribadi yang terlalu banyak;

d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya,
belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang
seimbang. Bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat terpaksa

membatasi peluang peluang tersebut.

2.7.1 Pengertian Peranan
Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki

oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini
diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin

tinggi. Sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah
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yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu.sedangkan hak dan
kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran.oleh karena itu, maka
seseorang yang mempunya kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai

pemegang peran (role accupant).

Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau
tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Secara
sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau
perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau
memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban
sesuaian dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran
tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang

dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkugannya.

Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu
proses keberlangsungan. Peranan merupakan dinamisasi dari statis
ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif.
Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang

atau sekumpulan orang.peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau
seseorang dalam masyarakat.peranan dalam arti ini merupakan rangkaian

peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

2) Peranan adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu

dalam masyarakat sebagai organisasi.
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3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting

bagi struktur sosial masyarakat.

2.7.2. Jenis-Jenis Peranan

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut :

1) Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga
yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam

kehidupan masyarakat.

2) Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau
lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya

dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.

3) Peran faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga
yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau

kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

2.7.3 Kewajiban Dalam Peran
Kewenangan sendiri bisa diartikan sebagai kekuasaan dan hak

seseorang ataupun lembaga dalam melakukan sesuatu, nmengambil
keputusan, atau mengorganisir masyarakat. Kewenangan berbeda dengan
kekuasaan, Kewenangan lebih baik pada hak untuk melakukan sesuatu,
sementara kekuassaan adalah kemampuan untuk melakukan sesuatau
(Eko, 2014:16). Pada dasarnya ada 3 kewenangn yang diberikan pada

Desa dalam pemdes yaitu.
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1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul

2. Kewenangan lokal bersekala desa

3. Kewenangan-kewenangan yang diberikan pemerintah.

Begitu pentingnya peranan sehingga dapat menentukan status
kedudukanseseorang dalam pergaulan masyarakat.Posisi seseorang
dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat
individu pada organisasi masyarakat.Hal inilah yang hendaknya di fikirkan
kembali, karena kecenderungan untuk lebih mementingkan kedudukan
daripada peranan.Hal ini juga yang menunjukkan gejala yang lebih
mementingkan nilai materialism daripada spiritualisme.Nilai materialisme
dalam kebanyakan hal diukur dengan adanya atributatribut atau ciri-ciri
tertentu yang bersifat lahiriah dan di dalam kebanyakan hal bersifat
konsumtif. Tinggi rendahnya prestise seseorang diukur dari atribut-atribut

lahiriah tersebut

2.8 Pengertian Efektivitas
Efektivitas dapat diartikan sangat beragam terkait dengan bidang

keahlian dan tergantung pada konteks apa efektivitas tesebut digunakan.
Menurut Drucker (1978:44) efektivitas adalah suatu tingkatan yang sesuai
antara keluaran secara empiris dalam suatu sistem dengan keluaran yang
diharapkan. Efektivitas berkaitan erat dengan suatu kegiatan untuk
bekerja dengan benar demi tercapainya hasil yang lebih baik sesuai

dangan tujuan semula. Sementara itu menurut Bernard (dalam Gybson
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1997: 56), efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama,
dimana derajat pencapaian menunjukkan derajat efektivitas. Efektivitas
dapat digunakan sebagai suatu alat evaluasi efektif atau tidaknya suatu

tindakan (Zulkaidi dalam Wahyuningsih D, 2005:22) yang dapat dilihat dari:

a. Kemampuan memecahkan masalah, keefektifan tindakan dapat
diukur dari kemampuannya dalam memecahkan persoalan dan hal

ini dapat dilihat dari

berbagai permasalahan yang dihadapi sebelum dan sesudah

tindakan tersebut

dilaksanakan dan seberapa besar kemampuan dalam mengatasi

persoalan.

b. Pencapaian tujuan, efektivitas suatu tindakan dapat dilihat dari
tercapainya suatu tujuan dalam hal ini dapat dilihat dari hasil yang

dapat dilihat secara nyata.

Kriteria efektivitas kebijakan merupakan suatu fungsi yang tidak hanya
ditentukan oleh implementasi kebijakan tersebut secara efisien tetapi juga
ditentukan oleh kemampuan koordinasi kebijakan, hal tersebut untuk
meminimalkan efek samping akibat keterkaitan antar ukuran-ukuran

kebijakan yang berbeda-beda (Drabkin dalam Wahyuningsih D, 2005:22).

2.8.1 Ukuran Efektivitas
Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang
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sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut
pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta
menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka
seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas
berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas
juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah
ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha
atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga
menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka
hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai

pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu:

a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksdukan supaya
karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan

tujuan organisasi dapat tercapai.

b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi
adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam
mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak

tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan
dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah di tetapkan
artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuantujuan dengan usaha-

usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
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d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan

sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.

e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih
perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab
apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak

dan bekerja.

f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator
efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif.
Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh

organisasi.

g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu
program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka
organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan

pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik
mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi

menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu: 1) Produktivitas 2)
Kemampuan adaptasi kerja 3) Kepuasan kerja 4) Kemampuan berlaba 5)
Pencarian sumber daya Sedangkan Richard M. Steers mengatakan

mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:
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a. Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian
tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena
itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin,
diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan
pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam
arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa
aktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan

target kongktit.

b. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan
suatu  organisasi untuk mengadakan  sosialisasi,
pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai
macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses

sosialisasi.

c. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk
menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu
digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian

tenaga kerja.

Richard M. Steers, Efektivitas Organisasi, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 1999). Dari sejumlah definisi-definisi pengukur tingkat efektivitas
yang telah dikemukakan diatas, perlu peneliti tegaskan bahwa dalam
rencana penelitian ini digunakan teori pengukuran efektivitas

sebagaimana yang dikemukakan oleh Richard M. Steers yaitu
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Pencapaian Tujuan, Integrasi dan Adaptasi. Dengan menggunakan teori ini
diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas dalam pemberdayaan

ekonomi pesantren di Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin.

Pendekatan Efektivitas Pendekatan efektivitas digunakan untuk
mengukur sejauh mana aktifitas itu efektif. Ada beberapa pendekatan

yang digunakan terhadap efektivitas yaitu:

a. Pendekatan sasaran (Goal Approach) Pendekatan ini mencoba
mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran
yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas
dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan
keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Sasaran yang
penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini
adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal
berdasarakan sasaran resmi “Official Goal” dengan memperhatikan
permasalahan yang ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian
terhadap aspek output yaitu dengan mengukur keberhasilan program
dalam mencapai tingkat output yang direncanakan. Dengan demikian,
pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga
berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Oleh karena itu,
dalam efektivitas selalu terkandung unsur waktu pelaksanaan dan tujuan
tercapainya dengan waktu yang tepat maka program tersebut akan lebih
efektif. Contoh dari pendekatan sasaran yaitu apabila suatu pekerjaan

mempunyai target menjual habis barangnya dalam waktu satu minggu,
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dan barang tersebut terjual habis dalam waktu satu minggu, maka

pekerjaan tersebut dapat di katakan efektif.

b. Pendekatan Sumber (System Resource Approach) Pendekatan
sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam
mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu
lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga
memelihara keadaan dan sistem agar dapat menjadi efektif. Pendekatan
ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga
terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang
merata dalam lingkungannya, dimana dari lingkungan diperoleh sumber-
sumber yang terdapat pada lingkungan seringkai bersifat langka dan
bernilai tinggi. Pendekatan sumber dalam kegiatan usaha organisasi
dilihat dari seberapa jauh hubungan antara anggota binaan program usaha
dengan lingkungan sekitarnya, yang berusaha menjadi sumber dalam

mencapai tujuan.

c. Pendekatan Proses (Internal Process Approach) Pendekatan
proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu
lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan
dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara
terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan
memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap
sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat

efisiensi serta kesehatan lembaga
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2.9 Konsep Kinerja
Berbicara tentang kinerja berarti menilai hasil kerja yang dicapai

Oleh orang, kelompok atau unit kerja. Menurut kamus besar Bahasa
Indonesia (2002:570) mengemukakan bahwa “kinerja adalah sesuatu yang
dicapai, prestasi yang diperlihatkan, kemampuan kerja”. Prawirosentono
dalam Widodo (2001:206) mengemukakan bahwa “kinerja merupakan
suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok
orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung
jawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi
bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan

moral dan etika”.

Kinerja merupakan indikator dalam menentukan bagaimana usaha
untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi dalam suatu organisasi.
"Kinerja dimaknai dengan prestasi kerja dalam hal pelaksanaan tugas
atau perintah, fungsinya, kewajiban untuk menepati janji serta proses
tindakan yang diambil menurut kepuasan batin berdasarkan pikiran bebas
pelaku pemerintahan yang bersangkutan dan kesiapan memikul segala
resiko dan konsekuensi” (lexie, 2005 : 168). Menurut Simanjuntak (2005:1),
kinerja adalah “tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu”.
Peningkatan kinerja suatu organisasi dapat dilakukan dengan
meningkatkan kinerja masing-masing individu. Istilah pekerja berasal dari
kata job performance atau actual performance yaitu prestasi kerja atau

prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Dalam bahasa
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inggris kata kinerja berarti performance, yang berasal dari kata to perform
yang artinya melakukan kegiatan sesuai dengan tanggung jawab dengan
hasil seperti yang diharapkan, sedangkan arti performance adalah thing to

do atau sesuatu yang dikerjakan.

Kinerja merupakan indikator dalam menentukan bagaimana usaha
untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi dalam suatu organisasi.
Oleh karena itu, upaya untuk mengadakan penilaian terhadap kinerja
dalam suatu organisasi merupakan hal yang penting. Definisi mengenai
kinerja organisasi dikemukakan oleh Bastia dalam Tankilisan (2005:175)
“sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas
dalam suatu organisasi dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi
dan visi organisasi tersebut’. Smith dalam Sendarmayanti (2001:50
mengemukakan bahwa performance atau kinerja adalah “outputs drive
from processes, human or otherwise”, yang artinya Kinerja merupakan
hasil atau keluaran dari suatu proses. Agus Dwiyanto (2002:48)
mengemukakan ukuran dari tingkat kinerja suatu organisasi publik secara

lengkap sebagai berikut :

1. Produktivitas Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat
efisiensi tetapi juga mengukur efektifitas pelayanan. Produktivitas pada
umumnya dipahami sebagai rasio antar input dan output. Konsep
produktivitas ini kemudian dirasa terlalu sempit dan General Accounting
Office (GAO) mencoba mengembangkan suatu ukuran produktivitas yang

lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu
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memiliki hasil yang didapatkan yang diharapkan sebagai salah satu

indikator kinerja yang penting.

2. Kualitas Layanan Isu mengenai kualitas layanan cenderung
menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan
publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi
muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang
diterima dari organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat

terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik.

3. Responsivitas Responsivitas adalah kemampuan organisasi
untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas
pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik
sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat
responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan
kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki

kinerja yang jelek pula.

4. Responsibilitas  Responsibilitas  menjelaskan  apakah
pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan
prinsipprinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan
organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu,
responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan

responsivitas.
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5. Akuntabilitas Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar
kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada kebutuhan dan
aspirasi masyarakat. Kinerja organisasi publik tidak hanya dilihat dari
ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau
pemerintah seperti pencapaian target, tetapi juga harus dinilai dari ukuran
eksternal seperti nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas tinggi kalau
kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang

berkembang dalam masyarakat.
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